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WALIKOTA JAMBEI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Daprah Nomor Tahun 2023 lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Walikola
Jambil tentang Penjabaran Angearan Pendapatan dan
Belunjn Daerah Taehun Anggaran 2024 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD  Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Linglungan Dacrah Provinzsi Sumatcra Tcngah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Llenlang

Keunangan DNegara (lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itenlang

Perbendaharaan Negara [Lembaran Nepara Republhk
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 433535);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pombanpunan Nasional (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 442 10;

. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Wegora Republik Indonesia Nomor 5587
sehagaimana  telah dinbah beberapa kalh terakhur
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
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Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tatmbahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor S674);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20232 1entang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
[ridomesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaban Lemmibaran
Wepara republik Tndonesia Normor 6757);

. Peraturan Pomerintah Nomaor 109 Tahun 2000 tenitanyg

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walkil
Eepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan temmerintah Nowior 23 Tahun 2005 {ocntang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indoncsia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengeleloan Keusngon Badan
Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lermbaran legara
Republik Indonesia Nomor 53440);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 WKomoer 137, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 457 5]

P'eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntensi Pemeriniahan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNotmor 5163);

[eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pombinann  dan Pengawasan  Peonyelenggarann
Pemerintalh Dacrah  (lembaran  Negara Republik
Indonesin  Tahun 2017 Nemer 73, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia nomor &041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Polaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pernerintah Pusat (Lembaran Negara Rrepublik
Indonesia ‘Tahun 2018 Nomos 109, Tambahan
Letmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemeriritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daesrah  (Lemburan Negara
Kepublik lndonesia Tahun 2019 Namar 4.2)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tenlang
Laporan Dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemenntahan
Dacrah (Lernbaran Megara Republik Indonssia Tahun
0149 Nomor 52, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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. Peraturan Pemerintah Momor 1 Tabhun 2023 {enlang

perubahan alas Permluran Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 lentang Halk Keuangan dan Administratil
Pimmnan dan Angpola DFRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nemer 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara  Faaluas  Rancangan
Peraturan daersh leniang Anggaran Pendoapatan dan
Helanja Daerah dan Hancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Diaerah scbapgaimana telah dinbah dengan
Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nemeor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menter
Dalam Negerd Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tala Cara
Evaluasi Ranhcangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Helanja Dacrah  dan
Rancangan Peraturan Kepala Tacrah lentang
Penjabaran Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Megara Hepublik Indoenesia Taboae 2011 Nomer
335);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman 'emberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Susial yang bersumber dari Anggaran Pendepatan dan
Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 563);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Podoman  Pengelolaan invesLa_si
Pemeriniah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang  Pengelompokan  Kemampuan Keuaangan
Daerah serta Pelaksansan dan Perlanpggungjawaban
Dana Operasional (Berita hegara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 77 Tabun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Uelanja Daerah Tabun Anpggaran 20238 {Derila
Negara Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor 972);
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22, Peraturan Tiaerah Kola Jambn Nomor Tahun 2023
tentuny Anpearan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angparan 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan FERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pagal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

10

1Y

e

Keuangan Daecrgh adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
gserta bentuk kckayvaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan
dengan hak dan kewajbean Daerah lersebuf.

. Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanasan, penatausahaan. pclaporan,
perlanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Angearan Pendapatan dan Belanja Dacraly yang selanjulnye disingkat AMBD
adalah rencana keusangan tahunan Daerah yang dilelapkan Perda.

. Penerimaan Daerah adalah uwang yang masuk ke kas Daecrah.

Penpeluaran MDaerah adalah vang vang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan [laerah adalah semus hak Daerah vang diskuwl sebagas
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APTN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanal kebntuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan deseniralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Dacrah dengan tujuan untuk membantu mendanai keglatan khusus, baik
fizik maupun non fisik yang merapakan urusan Dacrah.

. Dana Bagi Hasil vang selanjutnya disingka! DBH adalah dana yung

bersumhber dari pendapatan APBN yang «dislokasilan dengan TLjLLET
pemeratazn  kemampuan  lkeuangan antar-deerah  untuk  mendanai
Kebutuhan Daesrah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi,

Belanja Dacrah adalah semua kewajiban I'emerintah Dacrah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenadai.

Permbiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya,

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Dasrah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang berniladi uang darn
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibcbam kewajiban untuk membayar
kembali,
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Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja dasrah, dan pembiayaan dactah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
REpl.B64.222.611.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh empat milyvar
dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah), vang bersumber
dari:

a. Pendapatan asli dacrah;

b. Pendapatan transfer; dan

€. Lain-lain pendapatan dactah yang sah.

(1)

(2]

3}

(4]

5]

i1

Pasal 4

Angparsn pendapatan asli dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huraf a dircncanakan sebesar Rp545.539.002.000,- [lima ratus empat
puluh lima milyar ima ralus tiga pulub sembilan juta dua ribu rupiahl,
vang terdiri atas:

a. Pajak daeral;

b. Retribusi daerah;

¢ Hiosil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

¢l. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul & direncanakan
sebesar Rpa90.000.000.000,- [tiga rarus sembilan puluh milyar rupiahy],
Rerribusi daersh  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
direncanakan schesar Rp60.192.320.000,- (enam pulubh milyar seraius
sembilan puluh dua juta tiga ratns dua puluh ribu rapiah).

llasil pengelolaan kskayaan daeraly yang dipisahkan  scbagaimsnd
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ direncanakan scbesar Hplo. 528.236.000,-
{scpuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratas tiga
puluh enam ribu rupiah).

Lain-lain pendapatan aski dacrsh yang sah sebayaimana dimaksud pada
ayat [1) huraf d direncanakan sebesar Rp&4.517.746.000, (delapan puloh
empat milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam
ribu rapush).

Pasal 5

Anggaran pejak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huraf
a direncanskan schesar Rp390.000.000.000,- {tiga ratus sembilan puluh
milyar rupiah), vang terdiri atas:
. Pajak Hotel
. Pajak Restoran
. Pajak Hiburan
. 'ajak Reklame

Fajak Pencrangan Jalan

Pajal Parkir
. Pajak Air Tanah
. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasn dan Perkotaan

BI'HTE
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Pajak Ilotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a direncanakan
scbesar Rpas. 500,000,000, - (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunaf b direncanakan
sebesar Rp87.500.00(00L000, (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta
rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada avat (1) bhuruf ¢ dircncanakan
sebesar Rp21.500.000.000, - (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural d direncanakan
sebogar Kplo.500.000.000 - ([dua pulub lime milyar lima ratus juta rapsal).
Pajak Pcncrangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) buruf ¢
dircncanakan schesar Ep74.000.000.000,- (tujuh pulub empatl milyar
rupiah).

Pajak Parkir scbagaimana dimaksud pada avat (1) hurnal [ direncanakan
schesar Rpl8.500.000.000,- [delapan belas milyar hima ralus juta rupiah).
Pajalk Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayal [1) hural g direncanakan
sebesar Rp23.500,000.000,- [dua puluh tiga milyar hma ratas jula rapiahj.
Pgjak Bumi dan Bangunan Pordesaan dan Perkotaan  schagaimana
dimaksud pada ayvat (1) hwruf b divencanakan schesar Rp32.000.000.0040,-
{tiga puluh dua milyar rupiah).

Pajak BPFHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buaruf i direncanakan
sebesar Bp72.000.000.000,- [Lujuh pulah dua milyar rupiah).

Pasal &
Anppatran retribusi daerah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)
huraf b direncanskan sebesar Rp60.192.320.000,- (enam puluh milyar
gsergtus sembilan puluh dua jura tiga ratus dua puluh ribu rupiabl), yang
terdire atas:
a. Relribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
¢. Retribusi Perizinan Terlentu
Retribusi Jasa Umum scbhagaimana dimaksud pada ayat [1) hurul a
direncanakan sebesar Bp3d, 288.313.720,- (tiga puluh Liga milyar dua ratus
delapan puluh delapan juta tiza ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh
rupiah].
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1} huraf b
direncanakan scbhesar Rp2.194.006.280,- [scmbilan  milyar scratus
sembilan puluh empat juta enam ribu dua ratus delapan pulub rupiah].
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayal (1] huraf ¢
direncanakan schesar Rpl7.7 10,000,000, - {rujuh belas milyar tujuh ratus
scpuluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolsan kekayaan dacrah yang dipisahlan sebagpimana dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (1] huruf o direncanakan achesar Rpl0.528.936.{HK),-
(sepuluh silyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh
cnam ribu rupiah), yang terdin atas bagian laba yang dibagikan kepada
pemerintah daerah {deviden| atas penyertaan modal pada BLMID;
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Pazzl 8
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 4 Aval (1) hurul d direncanalkan sebesar RpB4. 217,745,000, {delapan
puluh empat milvar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh
enarm ribu rupiah), yvang terdiri atas:
Hasil penjualan TMTY vang tidak dipisahkan
Jaga Giro
Pendapatan Bunga
Penerimaan atas tunlbulan ganii kerugian kewangan dacrah
Pendapatan denda atas kcterlambatan pelaksanaan pockerjaan
Pendapatan denda pajak dasrah
Pendapatan denda retribusi daerah
. Pendapatan dari pengembalian
. Pendapatan BLUD
Haxzil penjualan BMD vang tidalk dipisahlkan sebagaimana dimalesud pada
avat (1) hurul a direncanakan sebesar Rph25.000.000,- [cnam ratus dua
pulub lima juta napiahl.

" L T <

[T P —
(]

Jasa gito schagaimans dimeksud pada ayat (1} huruf b dircncanakan

gsebesar Rp500. 000,000, - [lim:a ratius juta rupiah).

Pendapatan  bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf c
direncanakan sebegar Rpl0,000.000,000,- [scpuluh milyar rapiah).
Pererimaan atas tuniitan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) huraf d direncanakan scbesar Rp800.000,
{delapan ratus ribu mapiah).

Pendapatan  denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan
sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) burul e direncanakan scbesar
Rp188.091.0106,- (scratus delapan puluh delapan juta sembilan puiuh sata
ribu cnam rats enam belas rupiah).

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul [ direncanakan sebesar Rpl 448 407.047,- (satu milyar empat ratus
empat pulub delapan jula empat ratus tgjuh ribu empal puluh tujuh
rupiah).

Pendapatan denda retribusl dacrah sebagaimana dimalesud pada ayat {1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Kp391.637.953,- {Uga ratus scmhilan puluh
satu juls enam ratas iiga puluh tjuh ribu sembilan ratus ima pulub tiga
rupiahyj.

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayac (1) huruf
h direpcanakan schesar Rp484 302 984 - (sembilan ratus delapan puluh
empal juta tipa ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rapiah).
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huaraf i
direncanakan sebesar Rp70.679.506.400,- (ujuh puluh milyar enam rarnis
tujub puluh sembilan juia lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).
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Pasal 9

(1] Anpgaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Hpl.317.195.609.000,- (satu triliun tiga ratus
tujuh helas milvar seratus sembilan puluh lima juta enam rafus semhbilan
ribu rupiah), yvang terdin atas:

a. Yendapatan Transfer Pemenntah Pusat
b. Pendapatan Transfer Antar Dacrah

{2] Pendapatan Transier Pemerintah 'asat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf a direncanakan sebesar Rpl.153.584.973.000,- [satu triliun
serufus lima puluh tiga milvar lima ratus delapan pululi cmpat juta
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3} Pendapalan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lruf b direncanakan sebesar Rpl63.610.634.000,- [seratus enarma puluh

tiga milvar enam ratus sepulubh juta enam ratus tga pulub empat nibu
rupiahl.

Pagal 10

(1} Pendapatan Transfer PFomerintah Pusatl sebagaimana dimalksud pada Pasal
9 ayat (1] huraf a direncanakan sebesar Rpl,153,584.975.000, - (satu triliun
seratus lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), vang terdiri darl Dana
Merimbangai,

(2) Dana Perimbangan schagaimana dimaksud pada avat (1) direncanakan
sebesar Rpl.153.584.975.000,- (satu triliun scratus lima puluh tiga milyar
lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimral-fsud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sehesar Bpl.488.000.000,- (sata wriliun
empat ratus delapan pulub dejapan juta rupiah], ¥ang terdiri atas
Pendapatan Hibah.

(2} Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] direncanakan
sebesar Rpl.488.000.000,- (sarw trililun empat ratus delapan pualub delapan
juta rapiahl.

Pasal 12

Anggaran belanja dasrah tahun anggaran 2024 direncanaksan  gebesar
Rpl1.954.222.611.000,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat mil‘_l,r.mf
dua ratas dua puluh dua juta emarm ratug schelas fbo rupiahl, yang terdiri
ArAS:

a. DBelanja operasi;

b. Belama modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
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Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huraf a
direncanakan sebesar Epl.533.402.038.707 - [salu inliun hma ratus lima
nuluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta oga puluh delapan ribu
tujuh ratus tujub rupiah), vang terdiri atas:

a. Belanja pegawal;

b. Belanja barang dan jass;

. Belanja subsidl;

d. Belanja hibah; dan

¢. Belanja bantuan sosial,

Belanja pegawal schagaimana dimalksuad pada avat (1) hutuf a direncanalian
schesar Rp811.37 1,108,707 .- {delapan ratus sebelas milyvar tiga ratus tujuh
pulul satu juta seratus delapan ribu majuh ratus tajuh rapiah),

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksod pada ayat (1) burat b
direncanakan scbesar Rpb23.5452.410.116,- (enam ratus dua puluh tiga
milvar lima ratus empat puluh lima jula empal ratus enam belas riba
seratus enam belas rupiahl.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada avat [1] huruf ¢ pads tahun
anggaran 2024 tidak dianpgarkan.

Belanja hibah sebagsimans dimaksud pada ayat (1) huraf d direncanalkan
sehesar Rpll0.433.516.884 - [seratus sepuluh milyar empat ratus liga
puluh tiga juta dma ratus enam belas ribu delapan ratus delapan pulub
cmpal Tumah).

Belanja baniuan sosial sebapaimana dimaksud pada ayat (1) buruf e
direncanakan sehesar Rp#H.111.997.000,- (delapan milyar seratus sebelas
juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 14

Angparan belanja pegawai sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1}
hiaf a direncanakan schesar Rp811.371.108.707,- [delapan ratus sebelas
milyar tiga ratus mjuh puluh satu juta scratus delapan ribu tujuh rams
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

¢, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lamnya ASN
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DFRD

e, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDI [/ WEDH

Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
Jirencanakan sehesar Rp500.3239 900,258 - (lima rates mlvar dua ratus
tiga. puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima
puluh delapan rapiahl.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada avat [1] huruf b
direncanakan sebesar Rpl22.860.540.898.- (seratus dua puluh dua milyar
delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tibu delapan ratus
scmbilan puluh delapan rpiah].
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Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekifl lainnya ASN
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dircncanakan sebesar Rpl 15.709.291.635,
[geratus lima belas milvar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan
puluh satu obua enam ratus tiga puluh hma rapiahl,

Belanja Gaji dan Tunjanpan DPRD dimakswd pada ayal (1) hurol d
direncanakan scbesar Rp26.742.157.206,- [dua puluh cnam milyar tujuh
ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tujub ribu dua ratus enam
rupiahy.

Belanja Gajl dan Tunjangan KDH/WRKDH dimaksud pada aval (1) hural ¢
direncanakan schcsar Rp3 469.771.250,- (tiga milvar cmpat ratus cnam
puhlah sembilan juta tujuh ratus lujuh puluh satu rbu dua ralus ims pulub
rupiah).

Nezlanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPED serta KDH/WEDH dimaksuad
pada ayat (1) huraf f direncanakan scbesar Rp993.120.000,- [sermbilan
ratuas sembilan puluh tiga juta seratus dua pulub ribu rapdah).

Pazal 15

Anggaran belunja barang dan jasa sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1] huruf b direncemakan sehesar Rpi23.545.410.116,- (enam ralus

dua puluh tiga milvar ima ratus empat paloh lima juta empat ratus enam

belas ribiu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a, Bulanja Barang

b. Belanja Jasa

c. Belanja Pemelitharasn

d. Belunja Perjalanan Dinas

e. Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/l%hak
Lain/Masyvarakal

f. Belanja Barang dan Jdsa BOS

g Belanja Barang dan Jasa BLUD

Brlanja Barang schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan

sebesar Rpl79.4658,923 442, (seratus tujuh puluh sembilan milyar empat

ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tga ribu cmpal

ratug empat puluh dua rupiah).

Belanja Jasa schapaimana dimaksud pada ayat (1] huruaf b direncanakan

gsebesar Rp263.962.880.112,- (dua ratus enem puluh tiga milyar sembilan

ratus enam pulub dua juta delapan ratus delapan puluh ribu scratus dua

belas rapiahl.

Belanja Pemcliharaan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf «©

direncanakan sebesar Rp24.643.179.706,- [dua puluh empat milyar enam

ratus cmpat pulub tiga juta seratus tajul puiuh sembilan ribu tujuh ratus

eram rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1] harf d

direncanakan sehesar Bp79.219,734.436,- (tujuh puluh sembilan milyor

dua ratus sembilan belas juta tujub ratus tiga puluh cmpal ribu empat

rulus tiga puluh enam rupiah).
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Belanja Uang danfatau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e
direncanakan schesar Rp9.008 254 086, - (sembilan milyar sembilan puluh
delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah).
Belanja Barang dan Jasa BOS sebapaimana dimaksud pada ayal (1) hurul
[ direncanakan sehesar Rp43.282 432 374 - (empat puluh tiga milyvar dua
ralus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus
tujuh puluh cmpat rupiah.

Nelanja Barang dan Jasa BLUD schagaimand dimnaksud pada ayal (1§ naral
g direncanakan sebesar Rp23.870.011.960,- (dua puluh tiga milyvar delapan
ratila tujuh puluh juta sebelas ribu sembilan ralus cnam pubab Mapiahyl,

Pasal 16

Anggaran belanja subsidi sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {1)
huruf ¢ pada tahun anggaran 2024 lidak dianggarkan.

Pazal 17

Anggaran belamja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huraf d direncanakan sebesar Rpll0.433.516.884 - [seratus sepalub

milvar empat rarus tiga puluh liga juta lima ratus cnam belas ribu delapan

ratus delapan puluh cmpat rapiah), vang terdiri atas:

4. Belanja Hibah kepada Permmerintah Pusarc;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan HMulom Indonesia;

¢. Belanja Hibah Bana BOS

d. Belunja Hibah Bantuan Keuanpan kepada Partai Politik.

e. Helanja Hibah Hana BOSE

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusar sebagaimans dimaksud pada avat

(1] huruf a direneanakan sebesar Rpd7.164.138.5513,- (empat pulub tujuh

milvar seratus enam puluh empat juta scratus tiga puluh delapan ribu hma

ratus lirma pubah duaa rupiah).

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasvarakatan yang

Berbadan Tukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

direncanakan sebesar Bp33.5356.081.206,- {riga puluh tiga milyar lima ratus

lima puluh enam juta delapan pubah satu ribu tiga ratus enam rumah).

Belanja Hibah Bana BOS sebugaimana dimaksud pada ayat (1] hurul ¢

direncanakan sebesar Rp7.394.200.000,- (tujuh milyar tiga raius setnbilan

puluh empat juta dua ratus ribu Tupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politilk sebagmimana

dirmaksud pada avat (1] huruf d dircncanakan sebesar Rpl aT1.097.026,-

(sary milvar tdga ratus tujuh puluh satu juta sembilan pulub tujub ribu dus

puluh enam rupiah].

Belanja Hibah Bana BOSP sehagaimana dimaksud pada ayat {1] huruf =

direncanakan sebesar Rp 20.948 000.000,- {dua puluh milyar sembnlan

ratus cmpar puluh delapan juta rupiah).
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Pasal 18

(1} Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 13
avat (1) huruf ¢ dircncanakan scbesar Ep8.111.997.000,- [delapan mlyar
seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah, yang
terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
bi. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyaraloat

[2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayvat
{1} huraf a direncanakan sebesar Rp7.278.607.000,- {tujuh milyar dua
ralus tujub puluh delapan juta enam ratus tujuh nbu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompolk Masyarakal sebagaimana
dimaksud pada avat (1} buruf b direncanakan scbesar Rp833.3%90.000 -
[delapan ratus tiga puluh tea juta tiga ratus sembilan puluh ribo ropizh).

Pasal 19

1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurat b
direncanakan sebesar Rp387. 160,572, 2493,- (tiga ratus delapan puluh tujuh
milyar scratus enam puluh juta lima ratus zjub puluh doa fibu dua ratus
sernbilan puluh tiga rapiah), vang terdin atas:

a. Belanja modal tanah,

. Belanja modal peralatan dan mesin.

¢ Belanja modal Gedung dan bangunan.

d. Belama modal jelan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainmnya,

[. Belanja modal aset lainnya.

{2) Belanja modal tanah sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncunalkan sebesar RpH, 117,581 818, {enam milyar seratog rujuh belas
juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas
rupiah.

(3] Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada a:.ra.t {1
huruf b direncanakan sebesar Rpl05.816.502.71% - (seratus lima milvar
delapun ratus cnam belas juta lima ratus dua ribu tujub ratus sembilan
belas rupiahl.

(4] Belanja modal gedung dan bangunan sebapaimana dimaksud pada aj,rat. (1}
tharuf o direncanakan sebesar Rp123.763.930.930,- (seratus dua puluh lima
milvar tujuh ratus enam pulub tiga juta sermbilan ratus lima pulah ribu
sembilan ratus tiga puluh rupiah).

(3] Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimans dimalkesud pada ayat
(1} huruf d direncanakan sebesar Rpl135.599.981.891,- (seratus tiga pulub
lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupishlj.

(6] Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 1::-1@5 avat {1) huruf
& direncanakan sebesar Rp.13.790.404.935, - (tiga belas milyar tujuh ratus
sembilan puluh juta cinpat ratus empat ribu sembilan ratus tiga pulub lima
piak).
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{4) Belanja modal asct lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf §
direncanakan sebesar Rp72,150.000,- (tujubh puluh dua juta seratus lima
puluh ribu rupiah).

Pasal 20

(1} Anggaran bolanja tidak rerduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ direncanakan sebesar BEpl L eO0DLO00.000. - [tiga helas milyar enam
ralus juta rupiah).

Pasal 21

Angparan pembiayaan daerah tahun angparan 2024 diremcanakan sebesar
Ep90.000.000,000, (sembilan pulub milyar rupiah), yang lerdiri alas:

a, Penerimaan pembizayaan,

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

(1) Angparan pencrimasan permbiayvaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a direncanakan schesar Rp L00.000.000.000, - (seratus milyar raplah),
vang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Angparan Tahun Sebelumnya.

(2] Sisa lebih perhitungan anggaran tahun schelumnya schagaimanag dimaksiad
pada ayal (1) direncanakan sebesar Rpl00.000.000.000,- (seratus milyar
rapiah].

Pasal 23

(1] Anpgaran sisa lebih perhilungan anggaran tahun anggdran sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 22 avat (1] direncanakan  schesar
Rp100.000.000.000,- (seratus milvar rupiah), vang terdiri atas .

4. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer; dan
k. Penghematan belanja.

(2} Pelampeauan penerimaan Pendapatan Transter scbagsamaena dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan scbesar Rp38.700.000.000,- itiga puluh
delapan milyar tujuh ratus juta rupah).

(3} Penghematan belanja scbagaimana dinsksud pada ayal (1) buraf b
direncanalan sebesar Rp61,.300.000.000,- [enam puluh satu milyar tiga
ralus juta rapiah].

Paszal 249

(1] Anggaran Pengeluaran Pembiayaan schagaimana dimaksud dalam Masal 21
huruf b direncanakan sebesar Rpl10,000,000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
vang terdirl alas Penyertaan modal dacrah. |

(2] Penyertaan modal daerah  sebagaimana  dima ksud pada avat [1)
direncanalan sehesar Bpl0,000.000.000,- [scpuluh rmilyar rupiah).

Pasal 25

1} Sclisih antara anggaran pendapatan daerah dengan snggaran belanja
dacrah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp90.000.000,000,-
(semhilan puluh milyar rupiah).

I
1
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[2] Pembiayaan netto vang merupakan selisib peneritnaan pembiavaan
terhadap pengeluaran permnbiavaan direncanalkan sehesar
RpS0 000000 000 - (sembilan puluh milyar rapiah.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana
dimalsud dalaom pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 1 terdin darn:
1. Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rinaan Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran 11 I'enjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kepgiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Ohbjck
Pendapatan, Belamja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran 11 Naftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah:
[Ila Dafar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibezh herupa Uang vang Diterima serta SKPD Pemberi
Hibah;
Il b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alolasi
Hibah berupa Barang yang Dilenma serta SKPD
Pemberi 1libak;
4. Lampiran IV  Dallar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial berupa Uang wvang Lhtenma serta
SKPD Pemberi Banluan Sosial;
¥ b Daftar Nama PPenerima, Alamat dan Besaran Alokasl
Bantuan Sosial berupa Barang yang Dilenma serta
SKPI Pemberi Bantuan Sosial:

Paszal 27

Lampiran schagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota i,

Pasal 28

Pelaksanaan pcnjabaran APBD  yanp ditetapkan dalam  peraturan  ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
peranglal daerah scsuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 29
Peraturan Walikota Jambi i mulai berlaku pada tanggal dinndanglcan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota denpan penempatannya dalam Berita Daerah,

Mtetapkan di Jambi
pada tanggal, '/ Desember 2023

Pj WALI KOTA JAMEI,

SR1 PURWANINGEIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMEI

A, RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR VY
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